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OTONOMI KHUSUS PAPUA:
Issu Pokok dan Perkembangannya
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Identitas Provinsi

Pembagian Daerah
Kewenangan Daerah

Bentuk & Susunan Pem.
Pengkat & Kepegawaian

Partai Politik
Perdasus,Perdasi,& Kepgub
Keuangan &Perekda
Perlindung’ Hak Masyad & HAM
Keagamaan

Pendidikan, Kesehatan, & Sosial
Kependudukan & Kenaker
Pengawasan & Pemb.Berkelanjutan
Peralihan & Penutup
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« Penyelenggaraan Otonomi  khusus
dilaksanakan dengan memperhatikan
aspek demokrasi, keadilan,
pemerataan, serta potensi dan
keanekaragaman Daerabh;

e Pelaksanaan Otonomi khusus harus
sesual dengan konstitusi negara
sehingga tetap terjamin hubungan
yang serasi antara Pusat dan Daerah
serta antar-Daerah;




e Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih
_ e meningkatkan kemandirian Daerah
Otonom dan karenanya dalam Daerah

kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi
Wilayah Administrasi. Demikian pula
kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh
Pemerintah atau pihak lain, seperti badan
otorita, kawasan industri, Kkawasan
perkebunan, kawasan pertambangan,
kawasan kehutanan, kawasan perkotaan
baru, kawasan pariwisata, dan
semacamnya Yyang berlaku ketentuan
Peraturan Daerah ;
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e ldentitas provinsi & simbol kultural
orang asli Papua diakur, Vg
teraktualisasi dim bentuk penggunaan
nama provinsi Papua (ps. 1 a) &

6||r| orang Papua (Benaera aan Iu5. ;
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e Bentuk dan  tatacara  penggunaan
lambang-lambang dimaksud akan diatur
lebih lanjut dalam Perdasus.




Provinsi Papua terdiri atas kab & kota yg masing2
berkedudukan sebagai daerah otonom.

Kab & kota terdiri atas sejumlah distrik. Distrik
adalah perangkat daerah kabupaten/kota. Kepala
distrik tidak diposisikan sebagai Kepala Wilayah,
kewenangan Kepala Distrik tergatung dari limpahan
(delegasi) kewenangan tertentu dari Bupati/Walikota.

Distrik terdiri atas sejumlah kampung atau nama lain,
sebagai kesatuan masy huk yg memiliki kewenangan
atur & urus kepentingan masy setempat berdasarkan
asal usul & adat istiadat setempat yg diakui dlm sis
pemnasi & berada di daerah kabupaten/kota.

Otokam bersifat asli bersumber dr kebudayaan
setempat,bercirikan keanekaragaman, partisipasi,
demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Di prov.Papua dpt dibentuk kawasan2 utk kepentingan
khusus, seperti; kawasan pengemb eko, pengemb
budaya, kawasan konservasi, dsb, berdasarkan
peraturan per-undang2an atas usul provinsi.
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dalamp el kKenljakan' tatal mrlng PEKtananan di
| provinsi Papua; (Pasal 4; ayat &)

Kebijakan keamanan di  provinsi Papua
dikoordinasikan oleh Kepolda provinsi Papua
kepada Gubernur; (Pasal 48, ayat 2)

Tugas kepoli dibid tibtram masy di prov Papua &
biayaannya diatur dgn perdasi;(Pasal 48,ayat 3)

Pengangkatan Kapolda Papua dilakukan o/
Kapolri atas persetujuan Gubernur  Papua;
(Pasal 48, ayat 5)

Pend dasar & pelatihan umum bagi bintara dan
tamtama Kepolisian RI di provinsi Papua diberi
kurikulum muatan lokal; (Pasal 49, ayat 2)

Penempatan baru atau relokas

atuan kepolisian

dil provinsit Papua, Pemerir Jr;'r PErKG orcl Inasi
denoan GukernuiE(Pasalr 49 ayat:s)
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Herjlrjragﬂu KAJATI HI

provinsi Papua di lakukan o/
JrIJJ Agung Republik
Indonesia dengan pEer-
Jeryﬂ N Gubernur;
(JJ J/ rl/lr/)
/?Oéfgl“l Jlf/l oafudﬂam
aoat WJ¢JJIH“ / NUK adat
tertenitu;(Pasa 2Nt 2)
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* pemerintan mendelegasi kan
Sepagian 'mvver ngan
OéfJ In rJ PENEMPATL an tel fgfl
Kerja asing bidang '/~ gar
di provinsi Papua '/éo da
GURErNUK provinsi Papue

(Pasal 595, ayat 4)







Anggota MRP adalah orang asli Papua yang yg terdiri dari
wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil
perempuan, yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari
total anggota MRP.(Pasal 19)

Tugas dan wewenang MRP adalah memberikan pertlmbangan

kepada DPRP, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota dan
Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan
perlindungan hak-hak orang asli Papua.(Pasal 20)

Untuk pertama kalinya syarat2, jumlah & tatacara pemilihan
anggota MRP diusulkan oleh DPRP dan Gubernur kepada
Pemerintah sebagai bahan penyusunan PP.(Pasal 72)
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(Pasal 27)




M ~ Partai Politik

v' Penduduk  Provinsi  Papua  dapat
membentuk partai politik;(Pasal 28)

Tata cara pembentukan partai politik
dan keikutsertaan dalam pemilihan
umum  sesuai dengan peraturan
perundang-undangan; (Pasal 28)

v" Rekrutmen politik oleh partai politik di
Provinsi Papua dilakukan  dengan
memprioritaskan masyarakat asli Papua;
(Pasal 28)

v Partai politik wajib meminta
pertimbangan kepada MRP dalam hal
seleksi dan rekrutmen politik partainya
masing-masing.(Pasal 28)




v Sumber

Keu Prov Papua:(1) PAD (pajak
daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan
kekayaan daerah lainnya, lain-lain
pendapatan daerah yang sah); (2) dana
perimbangan:bagi hasil pajak (PBB 90 %,
BPHTB 80 %, PPh orang pribadi 20 %),
bagi hasil SDA (kehutanan 80 %,
perikanan 80 %, pertambangan umum 80
%, pertambangan minyak bumi 70 %,
pertambangan gas alam 70 %), DAU dan
DAK (sesual peraturan per-undang2an); (3)
penerimaan khusus dalam rangka otsus
(setara 2 % dari DAU nasional); (4) dana
tambahan dim rangka pelaksanaan otsus
(ditetapkan Pemerintah & DPR berdasarkan
usulan provinsi); (5) Pinjaman Daerah; (6)
dll penerimaan yang sah; (Pasal 34)



Penambahan penerimaan dari komponen: (1)
Dana perimbangan sektor minyak bumi
sebesar 55 % & gas alam sebesar 40 %; (2)
Dana khusus yang setara dengan 2 % DAU
nasional serta; (3) Dana tambahan untuk
pengembangan infrastruktur.(Pasal 34)

Masa berlaku Perimbangan sektor migas 70 %
daerah & 30 % Pusat selama 25 thn, thn ke-
26 berubah menjadi 50 % daerah & 50 %
Pusat.Masa berlaku penerimaan khusus setara
2 % DAU Nas selama 20 thn; (Pasal 34)

Pembagian penerimaan tambahan dim rangka
Otsus antara prov dgn kab/kota diatur
secara adil & berimbang dgn Perdasus, dgn
perhatian khusus kpd daerah tertinggal;
(Pasal 34)

Penggunaan dana khusus setara 2 % DAU Nas
prioritas bagi Dik-Kes;(Pasal 34 &36)
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Perekonomian Prov Papua diarahkan & diupaya
utk menciptakan sebesar2nya kemakmuran &
kesejahteraan seluruh rakyat Papua;(Pasal 38)

Usaha 2 perek yg manfaat’ SDA lakukan dgn
ttp hormati hak2 masy.adat, beri pasti huk bg
pengusaha, & prinsip2 lestari lingk, pemblanjut
ditetapkan dgn PERDASUS; (Pasal 38)

Olahan lanjutan dilaksana’ di prov Papua & ber
dasar pd prinsip eko;sehat, efisien, kompetitif
(Pasal 39)

Izinan & janjian yg telah dilakukan ttp berlaku
selama tdk cacat huk, rugikan hak hidup masy,
bertentangan dgn UU ini; (Pasal 40)

Pemda dpt sertakan modal pd BUMN/ usaha
swasta yg beroperasi di Papua. (Pasal 41)

Penanam modal yg investasi hrs akui & hargai
hak masy adat. Masy adat ikut dim
perundingan. (Pasal 42)



